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Abstrak

Pewarisan yang menggantikan ahli waris “bij plaatsvervulling” dimungkinkan untuk diubah posisinya
sebagai ahli waris oleh orang tertentu. Perubahan kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang
memiliki hubungan hukum sebagai keturunan sah dari warisan pengganti yang seharusnya menerima
warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum bagi ahli waris
pengganti atau “bij plaatsvervulling” menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris Sipil,
bagaimana menentukan ahli waris pengganti atau “bij plaatsvervulling” menurut Penyusunan Hukum
Islam dan Hukum Waris Sipil, apakah akibat hukum terhadap ahli waris pengganti ahli atau "bij
plaatsvervulling” yang tidak menerima warisan dari ahli waris sesuai dengan Hukum Kompilasi
Hukum Islam dan Hukum Waris? Sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif
dengan sifat yang digunakan deskriptif, menggunakan data pengungkapan dari al-quran / hadits dan
data sekunder. Kemudian data diolah melalui analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penyidikan
diketahui bahwa ketentuan hukum bagi ahli waris penerus menurut Kompilasi Hukum Islam diatur
dalam pasal 185, sedangkan menurut hukum waris perdata diatur dalam pasal 841 dan pasal 848
dari KUH Perdata. Penetapan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dimana orang
yang menghubungkan mawali (ahli waris pengganti) dan ahli waris harus sudah meninggal terlebih
dahulu dan antara mawali dengan ahli waris ada hubungan darah. Sedangkan menurut hukum waris
perdata terdapat tiga jenis penggantian tempat, yaitu penggantian di downline, penggantian di
sideline, dan penggantian di garis menyimpang. Akibat hukum dari ahli waris pengganti yang tidak
menerima warisan dari ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam, dengan syarat ahli waris tidak
terselubung oleh ahli waris utamanya. Sedangkan menurut hukum waris perdata, seseorang tidak
dapat memperoleh jabatan sebagai warisan pengganti atau dengan kata lain kesempatan untuk
mendapatkan warisan pengganti tertutup bagi seseorang. Adapun hal-hal yang menyebabkannya
antara lain karena alasan warisan yang tidak tepat/tidak patut (onwaardig); menyangkal warisan atau
ahli waris mencabut hak warisnya, maka penggantian warisan ditutup bagi anak atau keturunan dari
orang yang tidak tergolong berhak waris.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam, Waris Perdata.
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1. PENDAHULUAN

Dalam hal waris, hukum Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dengan hak yang
sama atas warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris (ibu dan / atau ayah). Hanya bagiannya
saja yang berbeda, hal ini sesuai kodratnya masing-masing sebagai sunnatullah.
Selanjutnya dalam hukum perdata suksesi berlaku prinsip bahwa ketika seseorang
meninggal, pada saat itu juga semua hak dan kewajibannya dialihkan kepada ahli warisnya.
Pasal 833 KUH Perdata yang berarti bahwa anggota keluarga dari orang yang meninggal
menggantikan ahli waris di bidang hak milik karena meninggalnya ahli waris. Ahli waris
menempati posisi almarhum dalam urusan properti.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kaitannya dengan warisan, maka warisan menurut
hukum dibagi menjadi dua, yaitu warisan langsung “uit eigen hoofde” dan warisan pengganti
atau ahli waris dari “bij plaatsvervulling”. Warisan yang menggantikan ahli waris “bij
plaatsvervulling” dimungkinkan untuk dilakukan perubahan kedudukan seseorang sebagai
ahli waris oleh orang tertentu. Perubahan kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang
memiliki hubungan hukum sebagai keturunan sah dari warisan pengganti yang seharusnya
menerima warisan. Sehingga dengan munculnya ahli waris pengganti dalam sistem
pewarisan, diperlukannya kajian hukum secara mendalam terkait hal tersebut dengan
sebuah penelitian, dimana dikaitkan dengan suatuhal yang mungkin akan terjadi dikemudian
hari, seperti halnya jika ahli waris pengganti tersebut telah ditetapkan sesuai hukum sebagai
ahli waris yang menerima harta warisan pewaris, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai
dengan harapannya, sebab ahli waris pengganti bukan karena kedudukannya sendiri
menjadi seorang ahli waris, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang
seharusnya menerima warisan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Sedangkan pendekatan
penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, Sifat penelitian yang
digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang diperoleh dari Data yang bersumber
dari Al-Quran dan Hadist serta Data Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (library research). Analisis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “Bij Plaatsvervulling” Menurut
Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Waris Perdata

1. Penggantian Tempat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Salah satu konsep pembaruan hukum waris Islam dalam Kompilasai Hukum Islam (KHI)
adalah pemberian hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang
masih hidup. Aturan ini tertuang dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan
hal itu: (1) Ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris dapat digantikan oleh anak-
anaknya, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris tidak boleh
melebihi bagian ahli waris yang setara.

Berdasarkan hal tersebut, jika kita teliti dengan cermat tim redaksi pasal 185 Kompilasi
Hukum Islam, khususnya pada ayat (1), maka dapat dipahami secara verbatim bahwa tidak
ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal ini pada semua perkara pengganti. penerus.
Item tersebut hanya opsional. Hal ini dapat dipahami dari tajuk rencana "... dapat diganti ...",
kata ini mengandung arti bahwa artikel imperative imperative bukan. Dengan demikian,
berarti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam hanya dapat digunakan dalam hal-hal tertentu,
yaitu jika ada ahli waris yang dianggap tidak dapat memperoleh warisan atau tidak
mempunyai hak untuk mewarisi harta, sedangkan bahwa orang yang bersangkutan memiliki
hubungan yang sangat erat (hubungan darah) dengan ahli waris. Misalnya cucu ahli waris.
2. Penggantian Tempat Menurut Hukum Waris Perdata

Ketentuan KUH Perdata yang mengatur pergantian tempat (Plaatsvervulling), yakni
Pasal 841 dan Pasal 848 KUH Perdata, yang menyebutkan representasi (vertegen
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woordigen), yaitu saudara sedarah jauh tidak "mewakili". Dalam hal ini, orang yang
meninggal duluan tidak bertindak atas namanya, tetapi hanya menggantikannya, yang
menjadi kosong karena kematian. Sebagaimana dalam pasal 841 KUH Perdata,
penggantian hak-hak almarhum ditetapkan. Sehingga penggantian tempat mendapat hak
orang yang digantikannya dan akan mendapatkan hak (dan juga kewajibannya) kematian,
maka Pasal 841 KUH Perdata menjelaskan bahwa mengganti tempat adalah hadiah (recht
gevende).

Pewaris pergantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan dari ahli waris,
yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, jika dia tidak mati sebelum ahli warisnya.
Konsep yang terkandung dalam KUH Perdata didasarkan pada dua konsep hukum dan
sistematika bahwa seseorang memperoleh hak waris melalui hukum dan pewaris. Jalur
hukum dibagi menjadi dua, yaitu warisan langsung dan penggantian. Bagian terakhir ini
dapat diadopsi sebagai konsep suksesi pengganti, yang diatur dalam pasal 841-848 KUH
Perdata, sebagai berikut:

a. Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti. Pasal 841
KUHPerdata. “Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk
bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang
digantikannya.” Merupakan penggantian total dimana ahli waris yang menggantikan
memiliki hak yang sama dengan orang yang diganti sesuai dengan tertulis "semua hak
orang yang diganti".”.

b. Sistematika pergantian untuk garis lurus kebawah bersifat terus-menerus, baik
meninggal lebih dulu atau kemudian. Pasal 842 KUHPerdata. “Substitusi yang terjadi
dalam garis lurus yang sah terus berlanjut tanpa batas. Substitusi ini diperbolehkan
dalam semua kasus, baik anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama
dengan keturunan dari anak yang meninggal lebih awal atau jika semua keturunannya
mewarisi bersama, satu sama lain dalam ikatan keluarga terkait. derajat variabel.” Tidak
ada batasan langsung bahkan jika Anda menjangkau cicit Anda berdasarkan garis
suksesi yang lurus. Padahal, mereka memiliki posisi yang sama jika berada di kelompok
pertama sehingga membuat kelompok kedua tidak dapat memperoleh hak waris untuk
suatu perubahan.

c. Sistematika pergantian garis menyimpang.

Pasal 844 KUHPerdata. “Dalam garis yang menyimpang, santunan diperbolehkan untuk

kepentingan semua anak dan keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan

almarhum, apakah mereka ahli waris bersama dengan paman atau bibinya, atau jika
warisan, setelah kematian semua kerabat. yang mati, harus dibagi di antara semua
keturunannya, yang berhubungan satu sama lain dalam derajat yang berbeda-beda.”

Hal ini menegaskan bahwa tidak mungkin ahli waris pengganti mendapatkan warisan

karena ada kerabat dekat yang meninggal. Karena posisi Anda dianggap sama di

kelompok kelas. Pasal 845 KUH Perdata. “Penggantian waris di pinggir juga

diperbolehkan, jika selain orang yang paling dekat dengan darah almarhum, masih ada
anak atau keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan orang pertama..” kembali.

Substitusi tidak berlaku untuk saudara sedarah di upline atau orang yang masih hidup.

Pasal 843 KUH Perdata. “Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis

ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan

semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.” Pasal 847 KUHPerdata.

“Tidak ada seorang pun boleh bertindak mengggantikan orang yang masih hidup.”

d. Sistematika pergantian adalah pencang demi pencang dan kepala demi kepala. Pasal
846 KUHPerdata. “Dalam semua kasus, jika penggantian diperbolehkan, distribusi
dilakukan sepotong demi sepotong; Jika suatu saham memiliki banyak cabang,
selanjutnya pembagian dalam setiap cabang juga dilakukan cabang demi cabang,
sedangkan antar orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan secara head to
head..”
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e. Seorang dapat mewakili menerima harta. Pasal 848 KUHPerdata. “Anak tidak
memperoleh hak dari orang tuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat
mewakili orang yang tidak mau menerima harta peninggalannya.”

Penetapan Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “Bij Plaatsvervulling” Menurut

Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Waris Perdata

1. Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam
Menurut hukum waris bilateral, ada tiga prinsip waris, yaitu: pertama, ahli waris

perempuan setara dengan laki-laki dapat menutup ahli waris golongan prioritas bawah.
Selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan ditanggung, baik ayah maupun
saudara laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, hubungan pewarisan melalui
jalur laki-laki sekuat garis perempuan. Oleh karena itu, klasifikasi ahli waris dalam asabah
dan zawu al-arham tidak diakui dalam teori ini. ketiga, ahli waris penerus (mawali) selalu
mewarisi, tidak pernah ditanggung oleh ahli waris (kepala sekolah) lainnya. Oleh karena itu,
seorang cucu dapat mewarisi bersama dengan seorang anak jika ayahnya meninggal
sebelum kakeknya dan bagian yang diterimanya sebesar yang diterima oleh ayahnya (jika
dia masih hidup). Keberadaan mawali ini merupakan konsep yang sama sekali baru dalam
ilmu faraid (warisan) dan lebih mencerminkan keadilan.

Konsep pewaris pengganti menurut Hazairin merupakan hasil pemikirannya saat
menafsirkan kata mawali dalam Alquran surah an-Nisa 'ayat 33: "Wa likullin ja'alna mawalia
mimma tarakal walidani wal agrabun, wal lazina agadat aimanukum fa atuhum nashibahum
". Terjemahan menurutnya, "Dan untuk setiap orang Aku Tuhan telah menjadikan mawali
untuk warisan ayah dan ibu dan untuk warisan keluarga dekat, serta warisan tolan sebagai
perjanjian mereka, oleh karena itu diberikan kepada bagian dari warisannya ". Ada dua
syarat yang harus dipenuhi mawali untuk tampil sebagai ahli waris, yakni:

1) Orang yang menghubungkan mawali dan ahli warisnya harus sudah mati dulu, dan

2) Antara mawali dan ahli waris ada hubungan darah. Dengan kondisi kekerabatan ini,
janda dan duda tidak memiliki mawali. Mawali ini termasuk:

a. Mawali untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan

b. Mawali untuk saudara laki-laki dan perempuan

c. Mawali untuk ibu, dan

d. Mawali untuk ayah.

Mawali adalah ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang
untuk mendapatkan bagian dari warisan yang akan dimiliki orang yang digantikan tersebut
jika masih hidup. Yang diganti adalah penghubung antara ahli waris penerus dan ahli waris,
misalnya cucu yang orang tuanya meninggal duluan, cucu yang diwarisi dari kakeknya,
almarhum ayahnya adalah penghubung antara cucu dan kakeknya.. Berdasarkan pada
rumusan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka aturan tersebut pada dasarnya sudah
tepat, sebab tujuannya dimasukkannya penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum
Islam karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus, ada perasaan iba terhadap cucu
ahli warisnya. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris bersifat kasuistik,
sehingga peran hakim yang menentukan apakah ahli waris dapat diganti atau tidak.

Adapun Cara yang ditempuh untuk mengubah sifat sementara dari Pasal 185 ayat 1)
Kompilasi Hukum Islam adalah dengan menghapus kata “boleh” berbunyi: Ahli waris yang
meninggal sebelum ahli waris diganti jabatannya dengan anaknya, Kecuali yang disebutkan
dalam pasal 173 dengan mengubah bunyi pasal, maka tidak ada pilihan untuk memilih
bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penetapan ahli waris pengganti tergantung
pertimbangan hakim. Dengan cara ini, diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidakamanan
hukum dapat diselesaikan. Sebelum amandemen bunyi Pasal 185 Intisari Hukum Islam,
kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan tentang instruksi untuk
melaksanakan Pasal 185 ayat (1) Intisari Hukum Islam dengan memberlakukannya secara
imperatif.

2. Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Perdata
Bandingkan, misalnya, pasal 848 Burgerlijk Wetboek, bahwa seseorang menggantikan

orang lain yang dia tolak untuk mewarisinya. Hukum juga bukan hal lain yang mengatakan
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bahwa siapa pun yang menggantikannya akan mendapatkan hak (dan juga kewajiban) dari
orang yang dia gantikan, jika dia tidak mati sebelum ahli waris meninggal. Oleh karena itu,
benar bahwa pasal 841 Burgerlijk Wetboek menggambarkan perubahan tempat sebagai
ketentuan hak (recht gevende). Pengoperasiannya untuk kebaikan hukum dan mungkin
memiliki konsekuensi yang berbahaya bagi penggantinya. Misalnya jika seseorang
meninggalkan 3 (tiga) orang cucu masing-masing A dan B dari seorang anak yang
meninggal sebelumnya, maka mereka tidak akan mewarisi eigen hoofde uit, tetapi dalam hal
ini mereka adalah pengganti sehingga A dan B masing-masing mendapatkan 1/4dan C 1/ 2

Hanya anak-anak yang sah dan keturunan mereka yang dapat menggantikan orang tua
atau kakek-nenek mereka dengan warisan keluarga bawaan dari orang tua mereka. Anak di
luar nikah dalam hal ini tidak bisa menjadi pengganti. Di sisi lain, keturunan sah (sejauh ini
diakui) anak di luar nikah dapat terjadi, jika pasal 866 dan 871 ayat 2) Burgerlijk Wetboek
dapat dianggap sebagai penerapan pasal 841 Burgerlijk Wetboek. Ketentuan hukum waris
dalam KUHPerdata menyatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan
atau menutup keluarga yang lebih jauh. Dalam UU Suksesi Perdata terdapat 2 (dua) bentuk
warisan, yaitu warisan langsung dan warisan tidak langsung. Pewarisan langsung adalah
pewarisan untuk diri sendiri (uit eigen hoofde), sedangkan pewarisan tidak langsung atau
pewarisan dengan penggantian (bij plaatsvervulling) adalah pewarisan kepada orang yang
meninggal sebelum ahli waris menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dulu. ahli waris
pertama.

Pewarisan untuk dirinya sendiri (uit eigen hoofde) dalam KUH Perdata diatur dalam
pasal 852 dimana hak adalah hak yang layak dimana setiap ahli waris mendapat bagian
yang sama. Diwarisi oleh penggantian (bij plaatsvervulling) dalam KUH Perdata yang diatur
dalam pasal 841-848, penggantian disini tidak hanya menggantikan warisan, tetapi juga
menggantikan hak-hak seperti nyawa orang yang diganti. Dengan demikian, dapat dipahami
bahwa kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya menggantikan hak hidup orang yang
digantikannya, tidak terbatas dalam hal waris. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat
dikatakan bahwa sistem pewarisan hukum perdata mengakui bahwa sistem pembagiannya
adalah one to one. Setiap grade yang sama mendapat bagian yang sama juga bagian yang
sama. Untuk itu, sistem ini bekerja sama dengan sistem derajat suatu kelompok, yaitu dari
kelompok pertama sampai kelompok keempat. Kemudian kelompok kebajikan pertama akan
mampu membuang kelompok kebajikan kedua dan seterusnya, kelompok kebajikan kedua
akan melewati kelompok kebajikan berikutnya. Kelompok-kelompok ini saling berjilbab.
Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “Bij Plaatsvervulling” Yang Tidak
Menerima Harta Warisan Dari Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum
Waris Perdata
1. Ahli Waris Pengganti Yang Tidak Menerima Harta Warisan berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris pengganti, yaitu orang yang
menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat waris meninggal sebelum
ahli warisnya, sehingga menggantikan kedudukan orang tuanya. Jadi, Pasal 185 Kompilasi
Hukum Islam berarti selain berpindah tempat, juga berarti derajat dan hak tanpa
membedakan garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini adalah
bahwa ahli waris yang menggantikan anak laki-laki mendapat derajat yang sama dengan
anak laki-laki, maka ahli waris yang menggantikan anak perempuan kemudian akan
mendapatkan derajat yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan
hak yang dimaksud adalah apabila orang yang digantikan oleh ahli waris penerus menerima
warisan, maka ahli waris tersebut juga berhak menerima warisan. Jika Anda menggantikan
posisi seorang anak laki-laki, maka Anda akan menerima sebanyak bagian dari bagian anak
laki-laki, jika perempuan, Anda akan menerima sebanyak bagian dari wanita yang berubah.
Jika ada dua atau lebih ahli waris pengganti, mereka akan membagi rata bagian harta yang
diperoleh ahli waris yang digantikannya, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat
bagian perempuan sebagaimana diatur dalam ayat 11 surat An Nisa.
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Penyusunan hukum Islam menetapkan batasan bagian yang diterima oleh ahli waris
pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 2) dari kumpulan hukum Islam
yang menyatakan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari
ahli waris yang setara dengan yang digantikan. Masalah lain dengan ahli waris penerus
adalah apakah ahli waris pengganti hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus atau juga
untuk ahli waris samping. Mengenai masalah ini, pergantian ahli waris hanya berlaku dalam
garis lurus, sekalipun ahli warisnya hanya antara anak dan cucu. Permohonan sampingan
yang lebih luas dapat diterapkan dengan syarat bahwa persetujuan dari ahli waris lainnya
dikurangi. Karena pangkat pengganti penerus mencakup semua garis hukum, baik ke
bawah maupun ke samping. Sebagaimana dipahami bahwa sistem turun-temurun Kompilasi
Syariat Islam bersifat bilateral, maka tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan
perempuan terhadap garis hukum manapun. Oleh karena itu, apabila Kompilasi Syariat
Islam secara sistematis menghapuskan diskriminasi tersebut, maka tidak dapat dipungkiri
bahwa pangkat pengganti penerus mencakup semua jalur hukum. Jika Kompilasi Hukum
Islam melihat ketidakadilan yang dirasakan oleh cucu perempuan yang menurut Jumhur
tidak mendapat bagian karena berstatus zawil arham, atau cucu laki-laki karena ditanggung
oleh laki-laki, tentunya Kompilasi Hukum Islam juga harus berpandangan bahwa ada
ketidakadilan terhadap sepupu (anak paman) yang tidak bisa mendapat bagian karena anak
pamannya.

Mereka adalah orang-orang yang bernasib buruk untuk dilahirkan sebagai perempuan.
Adapun keabsahan penggantian penerus ini sebenarnya sudah termasuk dalam ayat 1
pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Ahli waris yang meninggal sebelum ahli
waris, maka jabatannya dapat digantikan oleh anaknya. . Jika Anda melihat suara artikel,
kontroversi ini tidak harus terjadi karena secara harfiah berarti bahwa rentang penggantian
ahli waris mencakup semua garis hukum, baik ke bawah maupun ke samping. Pengertian
tersebut bisa didapatkan dengan menyimak dua kata kunci dalam artikel tersebut, yaitu kata
"ahli waris" dan kata "anak". Dari segi bahasa, kata ahli waris merupakan pengucapan dari
"nakirah” yang mencakup semua ahli waris, tidak terbatas pada ahli waris tertentu. Maka, si
bocah berkata bahwa dia memberikan kepada anak-anak dari semua ahli waris, baik dari
bawah maupun dari samping. Jika dalam ketentuan hukum tidak ada batasan umum, maka
umum itu berlaku. Dengan mengacu pada keumuman pelafalan, baik cucu maupun sepupu,
meskipun mereka berjauhan, dapat menjadi ahli waris penerus. Kesimpulan ini didukung
oleh ketidaktahuan dengan zawil arham dalam Kompilasi Hukum Islam. Tidak adanya zawil
arham menandakan bahwa semua kerabat ahli waris dapat muncul sebagai ahli waris
melalui pengganti ahli waris asalkan tidak ditutupi oleh tabir ahli waris yang lebih tinggi. Oleh
karena itu, anak dari saudara laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan,
dan anak dari paman, laki-laki dan perempuan, dapat menjadi penerus.

Persoalan kedudukan ahli waris pengganti muncul karena adanya pembatasan bagian
yang diatur dalam ayat 2 pasal 185 Intisari Hukum Islam, yang berbunyi: "Bagian ahli waris
pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yaitu setara dengan yang diganti ".
Masalahnya, karena dalam pasal ini digunakan kalimat "yang sederajat", tidak cukup
dikatakan "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang akan
diganti" dengan menghilangkan kalimat padanannya. Terdapat perbedaan pendapat
mengenai makna pasal 185 (2) Kompilasi Hukum Islam. Ahmad Zahari berpendapat bahwa
pengertian persamaan meliputi tempat, kedudukan dan hak tanpa batas dan tanpa
diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris mutlak menempati
kedudukan orang tuanya.

Pindah tempat berarti mengganti orang tua, dan mengubah derajat berarti mengganti
status laki-laki dengan nilai laki-laki dan perempuan dengan perempuan, sedangkan
mengubah hak berarti mengganti hak sesuai dengan hak orang tua. Jika ayah yang
digantikan adalah laki-laki, maka ahli waris pengganti akan menduduki jabatan tersebut dan
akan mendapat hak sebagai laki-laki walaupun ahli waris yang digantikan adalah
perempuan. Sebaliknya, jika orang tua yang digantikan adalah perempuan, maka ahli waris
pengganti akan menempati posisi tersebut dan akan mendapatkan hak sebagai perempuan,
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meskipun penerusnya adalah laki-laki. Pendapat Ahmad Zahari sama dengan konsep awal
Hazairin. Sedangkan pendapat lain menegaskan bahwa yang dipahami persamaan adalah
hubungan yang sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan antara
laki-laki dan perempuan, misalnya anak sama dengan anak, saudara sederajat dengan
saudara laki-laki, dll. Dengan tafsir ini, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi
bagian kerabat yang sederajat dengannya, misalnya cucu dari seorang putra yang
menggantikan posisi ayahnya tidak dapat melebihi bagian dari bibi (putri ahli waris). ) karena
posisi bibi sama dengan ayah.

2. Anhli Waris Pengganti Yang Tidak Menerima Harta Warisan berdasarkan Hukum Waris

Perdata

Dalam hal warisan ada beberapa hal yang membuat seseorang tidak dapat
memperoleh jabatan sebagai warisan pengganti atau dengan kata lain tertutupnya
kesempatan untuk mewarisi sebagai pengganti seseorang. Adapun hal-hal yang
menyebabkannya antara lain karena alasan warisan yang tidak tepat / tidak patut
(onwaardig); Menyangkal warisan atau ahli waris mencabut hak warisnya, maka
penggantian harta warisan ditutup untuk anak atau keturunan dari orang yang tidak berhak
atas waris, sehingga warisan akan dialihkan kepada ahli waris yang lain.

Jika semua ahli waris sudah meninggal duluan sehingga yang tersisa hanya cucu
mereka, kemudian mereka mewarisi dalam bentuk pengganti, mereka tidak mewarisi uit
eigen hoofde (atas diri mereka sendiri). Mereka dapat mewarisi uit eigen hoofde, jika semua
anak ahli waris masih hidup dan mereka dinyatakan tidak layak untuk mewarisi; Tolak waris
atau hak waris dicabut oleh ahli waris. Dalam hal ini tidak mungkin mengganti harta warisan
karena anak ahli warisnya masih hidup, padahal kita tahu bahwa penggantian harta warisan
hanya bisa terjadi jika seseorang meninggal lebih dulu. Mengenai warisan yang tidak
semestinya / tidak semestinya secara hukum, telah ditentukan sehubungan dengan orang-
orang yang oleh tindakan mereka menyebabkan warisan yang tidak semestinya / tidak
semestinya.

Hukum tidak menentukan waktu, ahli waris harus menentukan sikapnya. Ahli waris yang
dituntut untuk menentukan sikap berhak meminta waktu berpikir sampai dengan 4 (empat)
bulan. Adapun penyangkalan harus dilakukan dengan surat keterangan kepada Panitera
Pengadilan Negeri setempat dimana warisan tersebut telah terungkap. Dengan penolakan
ini maka dianggap kehilangan hak waris ahli waris, dianggap tidak akan pernah menjadi ahli
watris (lihat pasal 1057 dan 1058 Burgerlijk Wetboek) dan dengan pencabutan hak waris ahli
waris dengan wasiat maka ahli waris akan mereka tidak memiliki kesempatan untuk
mewarisi. Untuk lebih memperjelas uraian tertutup tentang peluang penggantian warisan
karena hal-hal seperti yang sudah saya jelaskan di atas, maka akan dicantumkan di sini
sebagai contoh.

A meninggal dunia, meninggalkan tiga orang anak yaitu B, C dan D. B memiliki dua
orang anak yaitu B1 dan B2. C memiliki satu orang anak yaitu C1 sedangkan D memiliki tiga
orang anak yaitu D1, D2 dan D3. Jika B, C dan D tidak berhak mewarisi/menolak hak waris /
hak waris yang dicabut oleh ahli waris, maka setiap cucu akan mewarisi sendiri-sendiri (uit
eigen hoofde) masing-masing menerima seperenam bagian. Jika B, C, dan D meninggal
sebelum A, maka cucu ahli waris dapat mewarisi menggantikan posisi / tempat orang tuanya
yang kosong, mewarisi bagian demi bagian, dan setiap bagian dibagi rata. Pembagian yang
terjadi adalah: B1 dan B2 masing-masing menerima %2 x 1/3 = 1/6 bagian; C1 menerima 1/3
bagian. D1, D2 dan D3 masing-masing menerima 1/3 x 1/3 = 1/9 bagian. Jika B, C dan D
masih hidup tetapi dalam warisan ini B menolak, maka C dan D masing-masing akan
menerima 1/2 bagian. B1 dan B2 tunduk pada substitusi warisan. Jika B meninggal lebih
awal, C menolak dan D tidak berhak atas warisan, maka warisan akan menjadi milik anak B,
yaitu B1 dan B2, yang menggantikan posisi orang tua mereka, masing-masing menerima 1/2
bagian. Kesempatan anak-anak C dan D ditutup.
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4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan,

yaitu :

1. Ketentuan hukum bagi ahli waris pengganti atau "bij plaatsvervulling" menurut Kompilasi
Hukum Islam diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 yang
menjelaskan bahwa ahli waris yang meninggal sebelum dirinya ahli waris dapat
menggantikan posisinya dengan anak laki-laki. , kecuali yang disebutkan dalam pasal
173 KHI dan keikutsertaan ahli waris tidak boleh melebihi keikutsertaan ahli waris yang
sederajat. Sedangkan menurut hukum waris perdata diatur dalam KUH Perdata yang
mengatur tentang penggantian tempat yaitu pasal 841 dan pasal 848 KUH Perdata yang
menyebutkan representasi.

2. Penetapan ahli waris pengganti atau “bij plaatsvervulling” menurut Kompilasi Hukum
Islam dimana orang yang menghubungkan mawali (ahli waris penerus) dengan ahli
waris pasti sudah meninggal terlebih dahulu dan antara mawali dengan ahli waris ada
hubungan darah. Sedangkan menurut hukum waris perdata terdapat tiga jenis
penggantian tempat, yaitu penggantian di downline, penggantian di sideline, dan
penggantian di garis menyimpang.

3. Akibat hukum terhadap ahli waris pengganti atau “bij plaatsvervulling” yang tidak
menerima harta warisan dari pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam yakni sepanjang
tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-
laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan serta anak-
anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.
Sedangkan menurut hukum waris perdata seseorang tidak dapat memperoleh
kedudukan sebagai waris secara penggantian atau dengan kata lain dikatakan
kesempatan mewaris secara penggantian atas diri seseorang menjadi tertutup. Adapun
halhal yang menyebabkannya antara lain karena alasan tidak pantas/tidak patut mewaris
(onwaardig); menolak warisan atau dicabut hak warisnya oleh pewaris, maka
penggantian waris menjadi tertutup untuk anak-anak atau keturunan orang-orang yang
tergolong tidak berhak mewaris tersebut.
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